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ABSTRAK 

 

Bawaslu merupakan sebuah Lembaga independent yang mendapat sebuah tugas 

mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum. Bawaslu memiliki fungsi untuk 

memastikan proses berlangsungnya pemilihan umum berjalan dengan lancar salah 

satunya mengawasi netralitas ASN.Penelitian ini diangkat guna meneliti bagaimana 

peran dari Bawaslu Jawa Tengah terhadap pelanggaran netralitas ASN selama 

pilkada 2024 berlangsung. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengguanakan metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis-sosiologis merupakan penelitian yang memandang hukum 

sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan melihat pula aturan 

perundang-undangan sebagai aspek hukum di dalam penelitian. Hasil penelitian 

menunjukan peran Bawaslu Jawa Tengah sebagai garda depan menghadapi 

pelanggaran netralitas ASN. Selain itu penelitian ini mengungkap bahwa masih ada 

ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN walau peraturan yang dibuat 

sudah dibuat sejelas mungkin 
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